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BUPATI BARITO KUALA 
-PROVINSL KALIMANTAN SELATAN 

PRRATURAN GUPATI BARITO KUALA 

NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

m 

DI KRABUPATEN BARITO KUALA 

BUPAT! RARTTO KUALA, 

bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka 
pemenntah, pemecrintah daerah baik provinsi mapun 

kabupaten tclah berpartisipasi akur dalam melaksanokan 
program perlindunmgan sosial den penaneeulangan 

kemiskinan; 

hahwe datam rangka meningkaikan kesejahleraan sosial 
ekonumi masyaraket miskin, penauatan leclembagaan 
sosial ckuhomi weasyarakat serta mclaksanakan 
Bercepalan peinhanginan daerah tertinggal dalam upaya 
Tencapal mesvaraket Indonesia yang  sejahtera, 
demokratis dan berkeadiian maka perl: percepatan 
penanggulangan kemiskinan Di Kabupaten Barito Kuala; 

behwes berdasarkan pertumbengean sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perl 

diriapkun  Peraturan Bupati Barito Kuala tenlang 
Percepatan Penanggulangen Momiskinean Dikabupaten 
Barito Kuala; 

Undane-Uniderne Numer 27 Tahun 1959 tentang 
Fenctapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 
tentang Pombecntukan Dacrah Tingkat II di Kalimantan 
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1953 
Nomor 9} sebagai Undang-Undang fLembaran Negara 
Republik indencsia Tahun 1959 Nomor 72, Farabahatt 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 1820); 

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Soasial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indenesia Namor 4456); 

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial [Lembarexr Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negere Republik Indonesia Nemor 4967);



  

4, Undang-Undang Momer 12 Tahun 2012  tenlung 
Penanganan. Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indun¢sia Tahun 2011 Momer 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 8235): 

& Undone Undang Momer 22 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3587] Sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan 
Redun Atas Undang-Undaung Nomor 23 Tahun 2014 
tentung Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2015. Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9679); 

6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Penangeulatgan Kemiskinaan; 

7. (netrukel Presiden Nermor - Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan yang Berkcadilan; 

& Peraturan Daerah Kabupaten Baritu Kuula Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Orpanisasi 
Talia Ketja Tinaslinas Kabupaten Barito Kuala 
{Lembaran Daerah Kabupaten Harito Kuala Tahun 2010 
Nomor 16); 

MENUTUSHAN . 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI EABRUPATEN BARITO 
KUALA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal | 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ; 

1. Daerah adalah Kabupaten Ranta Kuala. 
3.Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai wneur 

penyclengpara pemenntahan dacrah. 
3, Bupatt adalah Bupati Baritoe Kata, 

4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmiprasi adalah Dinas Dinas Soaial, 
Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Barito Kuala. 

5, Pétcepatan penangguiengan kemiskinan adalah suati upays yang 
dilakukan Pemerintah Deerah Kabupaten Baritto Kuala untuk 
menpalasi/mensiprulangi masyaraket dan kehuarga dan kondisi 
kemnskinan dalam bentuk kebijakean, program dan kegiatan pemmberdayaan, 
pendampingan, seria fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap 
WATE Tware,



  

G Tim Keordinasi Penangeulangan Kemiskinan Daerah selanjatnya disingkat 
TEPED adalah furum lintus peluku di Kabupaten Barito Kuala yang 
berfungsi sebagai wadsh koordinasi seria pengaman kebyakan dan 
PrusTeIn-progiuin ponsnpeulanean kenuskinan. 

BAR LL 

TUJUAN DAN MANFAAT 

Posai 2 

Tujuan dilaksanakannya percepatan penanggulangan kemiskinan di 
Rabipaicn Bariio Kala antara lain adalah + 

a. Mecningkatken partisipasi swasta; 

b. Terlakeananya pemberian bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) 
kepada keluarga miskin; 

c. Terlaksananya pelatihan keluarga miskin; 
d_ Terlaksananya pemberian pinjaman dana tanpa buna untuk pengadaan 

pupuk bersubsidi bagi kelmarga miskin 
e. Terbitnya kebijakan percepatan penangeulangan kemiskinan; 
£ Terlaksonanya sosiatisat bebiaken perccepatan  penanerulangan 

kemiskinan: 
2B Mexuirurnya ativka Tuna lata sangat miskiny: 
ht. Teripkaniys perubahan mindset dan prilalw keluarga miskin. 

Pasal 3 

tL) Meuiaat dew inovest ggasan poral iol dihwrapkecn dlapar memberikan 
mounisat buik bagi internal maupun ekstermal vrvanisasi, 

(2) Manfaat internal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Tersedianya aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam percepatan 
pengentasan kemiskinan. 

b. Target group pengentasan kermiskinan makin terfokus. 
c. Data Rumah Tangga Sangat. Miskin [RTSM) yang mendapatkan Program 

Kebiatga Harapan (PRH| di Kabupaten Barits Kuala dari tahun ke tahun 

cenderung mengalami pemrunan 
d. Perubahan mitcdse! dan prilaku RTSM menuju KMS semakin batik 

(3) Mewiiaai cksiernal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

a, Koordinast dalam pengentasan kemiskinan antar SKPD akan semakin 

terarah dan makeimal 

b. Kemitraan dengon pihak ketiga melalui dana Corporate Social 

Responsibility (CSR) semakin baik dan terarah serta melalui ikatan 

kerja. 

c. Tingkat kepedulian stake holder untuk pengentasan kemiskinan 

semakin tinggi. 

TSATS TT 

PENTUSUNAN STRATEG! DAN PROGRAM RECGIATAN 

Pasal 4 

(i) Pemertitah Dacrah menyusut slralepl pircepalan penangguiangan 
kemiskinan.



(2) Fenyusunan strategi perccpatan  penanggulangan kemskinat 

ae imana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan seluruh 

pemangku kepertingan. 

(3) Stratesi pereepatan penangeulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud 
pada ayar (1) menjadi pedomaen peoyusuman program penangeulangan 

kemiskinan pada sctiap SKPD, 

Pasal 5 

Program unwuk Fakir Miskin meliputi ; 
a. Bantuan pevicdicdikan; 

 b. Bantuan perturian; 
ec. Bantuan modal usaha; 
d. Bantuan peningkatan ketrampilan. 

Pasal 6 

(1} Program Pengurangan Pckerja Anak - Program Eecluarga Harapan [PPA- 

PEH] dengan sasaran dari kegiatan inj adelah pekerja anak yang berada di 
Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang putus sekolah dan :sedang bekerja 
membantia kehidupan kehaarganva, mehputi *: 
a. Orang tuanya miskin sehingga bolum mendapatkan pendidikan formal 

Taupin informal. 

b. Anak yang putus sekolah dart keiuarga miskin atau yang tidak marmpu 

menytlesaikan perdidikannya. 

(2) Program PPA PKH ini juga mendapat dukungan dari pihuk ketiga melalui 
dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk baniuan yang 
diberikan berupa Scpeda, Kelengkanan Sekolah dl! 

Pasal ¥ 

Kredit pupa tempa bumes schagal upaya mengeptimatian guna mecninpheatkar 
hasit pertanian dengan memberikan pinjaman dana tanpa bunga untuk 
pengedaan pupuk bersubsidi khususnya kepada keluarga sangat miskin 
sthingga penghesilan mereka saat panen dapat meningkat dan tidak terlliL 
dcngan hutang. 

Pasal 3 

(1) Pelathan ketrammpilan berusaha vane dilaksanakan untuk memberdayakan 
tenaga kena di perdesaan untuk menambah penghasilan wargs selam 
sebagai petani yaitu dengsn membuka lapangan usaha sendiri pasca 
pelatihan. 

(2) Pelatihan ketrammlan berusaha untuk TCT. ZUraTgt angka pengangrurar 
dan selengah menganggur di dacrah, yailu melala! pelatihan &etrampilan 
berusaha bagi masyaraket miskin melalui kegiatan ketrampilan yang 
sesuai dengan kemampuan masing-masing ecperi, ketrampilan menjahit, 
perbernwkelan, otomotit , salon/rias pengemlen.



  

Pasal 9 

(1) Program BAWA TAS (BAce alWAgiah Tidp Sore) adalah program untuk 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dun mendukung keberhasilan pemerintah dalam mcngangkat 
tarat hidup masyarukat ponenina Progratin PH. 

(2) Program) BAWA TAS (8Aca a@l-WAgiah Tidp Sure! diharapkan adanya 

kesadaran dari diri pribaci peserta penerima program itu sendiri untuk 
maju, salah satunya adalah dengan mictode pengembangen din dan 
perubahan mindset peserta PEH untuk bisa hidup lebih maj dan mandiri. 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 10 

(1) Setiap warga berhak untuk membenkan pikiran dan pendapatnya dalam 
stuap proses dan penectapan kebijakan publik, aktivitas penyclongparnean 
pemerintahan dan kegislan pembangunan, sehingga lebih aspiratil, 
transperan dan alnimiabel. 

(2} Setiap warge berhak untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan 

yang sama dalam rangi mengembanckan kehidupeannya agar lebih 
bermartabat. 

BABY 
PELAKSANAAN 

Payal 14 

fl} Pelaksanaan percepatan penangulangan kemiskinan dilauksanakan secara 

bertahap, tcrpadu dan tkonsisten scauai skala prioritas dengan 
mempertimbangkan kemarmpuan kcuangan daerah,. 

(2} Pelakesanaan pereepatan penangulangan kemiskinan dilakeanaken olch 
SKPD yang mempurnyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fiumesi 
sesuai program sehageimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(3) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdaysan fakir miskin dan. anak 
terlantar dikourdinasikan och Tim Koormdinasl Penanggulangan Kemiskinan 
Dacrah (TEPKTM. 

BAB VI 
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAIT 

Fosat i? 

(1) TEPED dibentuk dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanggulangan 
Kemiskinan dengan Keputuasan Bupati. 

(2) TKPED ucbagaimana dimakeud pade ayan (1) terdiri dan SKPD terkatt 
dengan duma usehu, Perguruan Tinggi, Organisasi Nom Pemerintah 
(ORNOP| serta pemangku kepentinpun lainys.



  

[G) TRPRD mempunyai tugas melakunan langkah-langkah kenknt untuk 
mempercepat pembangunan jurnlah fakir miskin melalui koordinasi dan 
sinkrotisasi penyusunen dan pelaksanaan jpenajaman  kebijakan 
penanggulangan kerniskinan. 

{4 Untuk meluksanakan tuges ucbagurmana dithakeud pada ayat (3), TRPRD 
menyelcngparakan funesi : 

a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanasr penejaman 

kebijaken penangeulangan kcruskinan; 
b. Pemantauan pelaksanaan penenggulangan kenslinan  sesual 

karakteristik dan potensi dacrah;dan 
c. Hvaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. 

BAB VIL 

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Fasyl 13 

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanganan penanggulangan 
kemiskinan, pemerintah daerah membangun sistem meniltoring dan eveluasi 
yang terpadu. 

Pasal 14 

TEPED meélakukan pengawasan. monitoring dan evaluasi serta menmyusun 
laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan- 

Passi 15 

TEPKD menyampaikan Laporan  ‘lahunan Pelaksanaan Program 

Penangeulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Gubcmur. 

BAB VIII 

ANGCARAN 

Pasal 16 

Seluruh biaya yang kegiatan perecpatan penangeulangan kemiskinan di 

Kabupaten Barite Kuala direncanakan berasel dean: 

1. Dane Bantuan pihak ketiga Corporate Social Responsibility (CSR); 

2. APBD Kabupaten Barite Kuala; 
3. Bantuan pihak Jain yang tidak mengikat.



  

BAB TX 
RETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tangeal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuran 
Bupa ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 
Kuala. 

Ditetapken di Marabehan 

pada tanggal 11 Juh 2016 

BUPATT BARTITO KUALA,           H. HASANUDDIN MURAD 

Diundangkean di Marabehan 
pada tanggal 14 Juk 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE! RITO KUALA 

  

H, SUPRIYOND 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 26


